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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kasjian Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif SEMA
No. 2 Tahun 2023”. Terdapat beberapa syarat dalam melakukan perkawinan, salah
satunya adalah perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaan. Namun, perkawinan beda agama tetap terjadi di Indonesia bahkan
setelah diterbitkan SEMA No. 2 Tahun 2023. Adapun rumusan masalah dalam
penelitian ini, yaitu bagaimana kesahan perkawinan beda agama menurut Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim
dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang -
Berbeda Agama dan Kepercayaan dan bagaimana akibat hukum perkawinan beda
agama dalam perspektif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023
tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan
Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesahan perkawinan beda agama
menurut Surat Edaran Mabkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dan untuk
menganalisis akibat hukum perkawinan beda agama dalam perspektif Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan
konseptual dan peadekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah kesahan perkawinan
beda agama menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tehun 2023 ialah
tidak sah, karcna sesuai dengan isi SEMA itu sendiri yang menyebutkan Pasal 2
ayat (1) UUP sebagai syarat sah perkawinan dan bahwa hakim dilarang untuk
mengabulkan perkawinan beda agama. Akibat hukum perkawinan beda agama
dalam perspeksif Surat Edaran Mahkamah Agung Momor 2 Tahun 2023 adalah tidak
timbulnya hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perkawinan beda agama.

Kata Kuncl: Kesshar, Periewinas, Perkawinan Beda Agama

Pembimbing lJtama Pembimbing Pembantu

Sri Turatmiysh, S.H. M.Byg_jk. .
NIP. 1965110119920520601

Mengetahui,
Ketua Bagi ukum Pepddta.




BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari
kehidupan manusia, yang tujuannya ialah membentuk keluarga atau rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Perkawinan tersebut dapat menghasilkan sebuah keluarga yang
beranggotakan ayah sebagai kepala keluarga, ibu yang lebih banyak
merawat anak dan hal-hal rumah tangga, dan anak mendapatkan haknya
sebagai anak seperti dipenuhi pendidikannya dan lain sebagainya. Sebagai
halnya yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan ialah
ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pengertian diatas bermaksud bahwa ikatan lahir batin yang terdapat
pada perkawinan bukan hanya berbentuk ijab kabul oleh wali dari pihak
perempuan dan pihak laki-laki dan memiliki dua orang saksi serta dengan
menyerahkan mas kawin, meskipun demikian ikatan batin juga berwujud
persetujuan yang ikhlas antara calon mempelai perempuan dan laki-laki
yang diartikan bahwa didalam perkawinan tersebut tidak ada unsur

paksaan dari pihak manapun dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan



yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kekekalan dalam keluarga. Selain itu,
hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dapat menjadi suami
istri dalam perkawinan. Demi terciptanya keluarga yang bahagia dan
kekal, perkawinan dimaksudkan untuk mendatangkan kenyamanan,
ketenangan lahir dan batin, kegembiraan, dan ketentraman dalam rumah
tangga sepanjang masa.. Adapun berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
memiliki arti bahwa perkawinan harus berdasar kepada ketentuan agama
dan tidak boleh perkawinan itu dipisahkan dengan agama karena hal itulah

perkawinan dikatakan sah.?

Perkawinan memiliki tujuan yang tercantum dalam Bab Il Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa “Perkawinan bertujuan
untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,
dan rahmah.” Artinya perkawinan itu menjadi harapan untuk dapat

membentuk rumah tangga yang aman dan damai bagi satu sama lain.
Beberapa sarjana mengartikan perkawinan, antara lain :

Menurut Subekti : “Perkawinan adalah pertalian yang sah antara

seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.”?

Menurut Wirjono Prodjodikoro : “Perkawinan adalah suatu hidup
bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat yang

termasuk dalam peraturan-peraturan tersebut.”

1 Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Lhokseumawe: Unimal
Press, 2016, him. 19-20.
2 Subekti R, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermassa, 1976, him. 23,



Menurut Wahyono Darmabrata : “Suatu perkawinan merupakan
suatu perikatan yang mempunyai ciri bahwa perkawinan tersebut akan
berlangsung seumur hidup. Perkawinan dimaksudkan untuk berlangsung
kekal abadi, dan diharapkan akan berakhir apabila salah satu pihak
meninggal dunia, sehingga perceraian dianggap sebagai pengecualian

terhadap azas kekal abadinya perkawinan tersebut.”*

Menurut K.H. Wantjik Saleh : “Perkawinan adalah suatu perjanjian
yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria
dan seorang wanita dengan tujuan materiil, yakni membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu seharusnyalah berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.”®

Pengertian perkawinan diatas dapat disimpulkan bahwa
perkawinan merupakan suatu yang sah mengikat untuk waktu yang lama
terhadap dua orang, terdiri dari laki-laki dan perempuan yang telah

memenuhi syarat bertujuan untuk membangun sebuah keluarga.

Pancasila sebagai landasan filosofis perkawinan nasional dengan
menghubungkan perkawinan dengan sila pertama, yakni berdasarkan
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Pasal 2 Kompilasi

Hukum Islam mengembangkan dan mengesahkan landasan konseptual

7.

3 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Sumur, 1974, him.

4 Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksananya, Jakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997, him. 82.

5> M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1966, him. 1.



tersebut® yang menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat
kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan
ibadah. Adapun syarat sahnya perkawinan, seperti yang terdapat didalam

Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu :

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Merujuk dari pasal diatas pada ayat (1) yang menyinggung
mengenai agama. Indonesia memiliki enam (6) agama yang diakui,
tercantum didalam Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan
Agama yang menjadi dasar hukum pengakuan 6 agama yang dianut di
Indonesia bahwa “Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia
ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Cu
(Confusius)”.

Mengenai Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang juga
menyebutkan bahwa perkawinan dapat terjadi apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agama dan kepercayannya, itu berarti tidak ada
perkawinan yang terjadi jika itu diluar hukum masing-masing agama dan

kepercayaan karena menurut agama Islam perkawinan itu tidak sah dan

® Sofyan Hasan, Hukum Islam: Sebuah Pengantar Komprehensif tentang l1lmu Hukum dan
Tata Hukum Islam di Indonesia, Malang: Setara Press, 2018, him. 194,



melanggar syariat, sama halnya menurut agama lainnya. Hal tersebut
tercantum pula pada syarat sah perkawinan menurut hukum positif

Indonesia, antara lain sebagai berikut :

1. Persetujuan dari kedua belah pihak (mempelai pria dan

mempelai wanita)

2. Tidak dilakukan secara terpaksa atau tekanan dari salah satu

calon atau pihak lain

3. Harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing

4. Perkawinan yang tercatat

5. Adanya ijin dan persetujuan bagi calon mempelai yang belum

mencapai 21 tahun dari pihak tertentu, seperti orang tua atau
salah satu orang tua dan wali

6. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa

tunggu (iddah).

Oleh karena itu, dalam membentuk rumah tangga dalam ikatan
perkawinan haruslah sesuai dengan kepercayaan pula seperti yang tertulis
diatas. Penerapan pasal ini pun tentunya bukan tidak mungkin akan
menjadi masalah bagi sebagian masyarakat karena terdapat berbagai
agama dan kepercayaan di Indonesia. Sebab itu, tidak sedikit pula
masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama, salah satunya
dengan cara mendaftarkan pernikahannya di Pengadilan Negeri lalu
mencatatkan pernikahannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

(Dukcapil).



Beberapa sarjana mengemukakan pengertian perkawinan beda

agama, antara lain :

Menurut Rusli, S.H dan R. Tama, S.H : “Perkawinan antar agama
merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita,
yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan
yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan
perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan
tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan

ketuhanan Yang Maha Esa.”’

Menurut Abdurrahman : “Perkawinan antara agama adalah suatu
perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan

kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.”®

Berdasarkan pengertian para sarjana diatas, dapat disimpulkan
bahwa perkawinan beda agama berarti perkawinan antara satu orang pria
dan satu orang wanita yang keduanya memiliki aturan-aturan yang
berbeda dari kepercayaannya masing-masing dan dilakukan dengan tujuan
untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa.

Merujuk dari artikel yang diterbitkan CNN Indonesia, terdapat

suatu contoh kasus perkawinan beda agama yang dilaksanakan di

" Ana Lela F. CH, Ken Ismi Rozana, dan Shifa Khilwiyatul Muthi’ah, “Fikih Perkawinan
Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember”,
Fikrah: Jurnal Ilmu Agidah dan Studi Keagamaan, \ol. 4, No. 1, 2016, him. 121.

8 Zainal Arifin, “Perkawinan Beda Agama”, Al-Insyiroh, Vol. 2, No. 1, 2018, him. 2.



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu perkawinan oleh JEA (laki-laki)
yang beragama Kristen dan SW (perempuan) beragama Islam. Hal tersebut
dilakukan dengan membuat permohonan terlebih dahulu lalu diperiksa
olen hakim, mengenai dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut
bergantung pada kebijaksanaan hakim. Seperti dilansir Antara, tercatat ada
empat pernikahan beda agama disepanjang 2022 berdasarkan Suku Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan menerangkan bahwa
pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perkawinan berlaku

pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. °

Perkawinan beda agama yag dikabulkan di beberapa pengadilan di
Indonesia dengan berpegang pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, kemudian putusan Mahkamah Agung Nomor

1400/K/Pdt/1986 maupun alasan sosiologis.

Permohonan perkawinan beda agama telah dikabulkan pula di
Pengadilan Negeri Surabaya, pada putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN
Sby, pemohon | yang beragama Islam dan pemohon Il beragama Kristen.
Para pemohon mengajukan permohonan dengan berlandaskan pada Pasal

21 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang No. 23

o CNN Indonesia. (2023, Juni 25). dari artikel:

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230625112541-12-966266/hakim-pn-jakarta-pusat-

kabulkan-pernikahan-pasangan-beda-agama, (diakses pada 23 September 2023, pukul 04.16 WIB)
10 Ady Thea DA, “Pro Kontra SEMA Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama”,
https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-sema-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-

agama-It64bdede71a35e/?page=all, (diakses pada 28 September 2023, pukul 05.05 WIB).



https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230625112541-12-966266/hakim-pn-jakarta-pusat-kabulkan-pernikahan-pasangan-beda-agama
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230625112541-12-966266/hakim-pn-jakarta-pusat-kabulkan-pernikahan-pasangan-beda-agama
https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-sema-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-lt64bdede71a35e/?page=all
https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-sema-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-lt64bdede71a35e/?page=all

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kemudian, pada April
2022 dilangsungkan perkawinan beda agama oleh para pemohon
dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
(Disdukcapil) Kotamadya Surabaya dan memerintahkan Pejabat Kantor
Disdukcapil melakukan pencatatan perkawinan beda agama beserta
menerbitkan Akta Perkawinan para pemohon. Hakim mempertimbangkan
diantaranya merujuk pada Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.!!

Perdebatan yang tidak kunjung berkesudahan di masyarakat sejalan
dengan semakin maraknya isu seputar perkawinan beda agama. Tidak
adanya peraturan yang tegas melarang perkawinan beda agama ini menjadi
salah satu faktor dari banyaknya praktik perkawinan beda agama di
Indonesia. Maka dari itu, Mahkamah Agung secara resmi menerbitkan
surat edaran mengenai hal tersebut pada tanggal 17 Juli 2023 yaitu Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi
Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan
Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Mahkamah Agung
berpendapat bahwasanya di Indonesia tidak ada ketentuan agama yang

mengizinkan perkawinan beda agama.

Diterbitkannya surat edaran ini bertujuan agar pengadilan dapat

menolak permohonan perkawinan beda agama yang dimohonkan di muka

11 Rahmatulloh Panji Maulana dan Taufiq Hidayat, “Analisis Yuridis Normatif Terhadap
Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. tentang Perkawinan Beda
Agama”, Journal of Islamic Family Law, Vol. 6, No. 2, 2022, him. 164-166.



pengadilan dan mengharuskan para hakim berpedoman pada ketentuan
sesuai dengan yang tertulis pada isi Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 2 Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu,
sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan

perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Meskipun telah ditetapkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023,
ternyata dalam penerapannya masih ada yang melaksanakan perkawinan
beda agama bahkan hanya kurang satu bulan dari ditetapkannya surat
edaran tersebut, yaitu pada tanggal 8 Agustus 2023 telah ditetapkan dan
diketok olen hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk
melangsungkan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil dan memerintahkan pegawai kantor
Dukcapil Jakarta Utara untuk melakukan pencatatan perkawinan beda
agama para pemohon. Contohnya, terhadap permohonan perkawinan beda

agama antara GA (pria) yang beragama Katolik dan RY (perempuan) yang
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beragama Protestan yang kemudian permohonan tersebut dikabulkan oleh

Pengadilan.?

Disamping dalam penerapannya yang tidak sesuai, Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 ini dapat memberikan dampak
positif, selain dapat menjadi acuan bagi hakim untuk memutus
permohonan perkawinan beda agama, juga karena keselarasannya terhadap
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan
sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing.
Berkaitan pula pada Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang
menegaskan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

ini memenuhi hak asasi manusia, bahwa :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang -
Undang dengan maksud Semata - mata untuk menjamin pengakuan
serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
Nilai - nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis”

Sementara itu, dalam rumusan Pasal 8 huruf f Undang-Undang
Perkawinan menyatakan bahwa ‘“Perkawinan dilarang antara dua orang
yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang

berlaku dilarang kawin”.

12 Saputra, A. (2023, Agustus 29). “PN Jakut Izinkan Nikah Beda Agama Pasca SEMA,
ini Sikap MA”. Diakses dari https://news.detik.com/berita/d-6902148/pn-jakut-izinkan-nikah-beda-
agama-pasca-sema-ini-sikap-ma, (diakses pada 23 September 2023, pukul 05.10 WIB).



https://news.detik.com/berita/d-6902148/pn-jakut-izinkan-nikah-beda-agama-pasca-sema-ini-sikap-ma
https://news.detik.com/berita/d-6902148/pn-jakut-izinkan-nikah-beda-agama-pasca-sema-ini-sikap-ma
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Pasca penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2023 ini ternyata tidak hanya berdampak positif di kalangan masyarakat,
akan tetapi menimbulkan dampak serta respon negatif pula. Beberapa
alasannya dikarenakan terdapat beberapa peraturan perundang-undangan
yang seolah mengizinkan perkawinan beda agama, hal tersebut
menimbulkan perdebatan di masyarakat akan tumpang tindih antara Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dan peraturan lainnya.
Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang didalamnya disebutkan, bahwa pihak yang
perkawinannya ditolak berhak untuk mengajukan permohonan kepada
pengadilan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut.
Didukung pula dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berisi “Pencatatan
perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a.
perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”, selanjutnya pada Pasal 36
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “Dalam hal
perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan
perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”. Beberapa
aturan-aturan tersebut menjadikan bahwa antara Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 2 Tahun 2023 dan aturan-aturan terdahulunya terdapat

kesenjangan yang menyebabkan permasalahan dalam masyarakat.

Sejalan dengan permasalahan-permasalahan yang timbul mengenai

perkawinan beda agama seperti yang tertulis diatas, maka dalam penelitian
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ini penulis memfokuskan pada penyelesaian masalah terhadap perkawinan
beda agama yang terjadi di masyarakat beserta kesahannya dan diikuti
dengan perspektif dari masing-masing agama yang ada di Indonesia,
tentunya dengan menitikberatkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili
Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda
Agama dan Kepercayaan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan
dilakukan penelitian dengan judul “KAJIAN PERKAWINAN BEDA

AGAMA DALAM PERSPEKTIF SEMA NO. 2 TAHUN 2023”.
. Rumusan Masalah

Dari uraian singkat yang sudah disebutkan sebelumnya, sehingga

rumusan yang dapat dikaji dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kesahan perkawinan beda agama menurut Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi
Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan
Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan?

2. Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama dalam
perspektif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023
tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara
Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda

Agama dan Kepercayaan tersebut?
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C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kesahan perkawinan beda agama menurut
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan
Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan
Kepercayaan.

2. Untuk menganalisis akibat hukum perkawinan beda agama dalam
perspektif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023
tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara
Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda
Agama dan Kepercayaan.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Dari sisi teoritisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat
menambah informasi mengenai perkawinan beda agama serta
menambah pengetahuan tentang Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 2 Tahun 2023.
2. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat praktisnya, hasil penelitian ini

diharapkan bisa dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam
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kajian perkawinan beda agama dan Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 2 Tahun 2023.

E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penelitian ini adalah kesahan perkawinan beda
agama dan akibat hukumnya menurut Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 2 Tahun 2023.

F. Kerangka Teori
1. Teori Pertimbangan Hakim
Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan
yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik
apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan
delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga
pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan
hakim.13
Dalam hal memutuskan suatu perkara, hakim mempunyai
aspek terpenting agar tetap terciptanya keadilan, tidak memihak
serta bebas dari segala tekanan dalam sidang sesuai dengan irah-
irah pada kepala putusan yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan menjadi

dasar hakim dalam menjatuhkan putusannya di pengadilan agar

13 Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik
Peradilan, Bandung: Mandar Maju, 2007, him193.
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mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan untuk
mencapai kepastian hukum, hakim berfungsi sebagai penegak
hukum yang menjadi acuan tercapainya suatu kepastian hukum.
Maka, untuk menjatuhkan putusan hakim itu sangatlah kompleks
dan sulit sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan
kebijaksanaan. Didalam proses penjatuhan putusan tersebut,
apakah hakim yakin mengenai seorang terdakwa itu melakukan
tindak pidana atau tidak, adapun dalam perkara perdata, untuk
menentukan adanya pelanggaran hukum oleh salah satu pihak
berperkara apakah berdasarkan pedoman dengan pembuktian.
Sedangkan dalam perkara pidana yang mana dapat dilakukan
putusan penjatuhan pidana apabila pelaku terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, serta putusan
pembebasan apabila berdasarkan hasil penelitian terdakwa tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan maka lepas dari segala

tuntutan.*
Pertimbangan hakim sebaiknya terdiri dari hal-hal sebagai

berikut :°
a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil yang

tidak disangkal

14 Barry Franky Siregar, “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap
Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta”, Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta,
2016, him. 4.

15 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Yogyakarta, Yogyakarta
: Pustaka Pelajar, 2011, him. 142.
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b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala
aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam
persidangan

c. Adanya bagian dari  petitum  penggugat harus
dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga
hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau
tidaknya dan dapat dikabulkan ataukah tidak tuntutan

tersebut dalam amar putusan.

2. Teori Akibat Hukum

Soeroso mendefinisikan akibat hukum sebagai akibat suatu
tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang

dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.®

Menurut  Soedjono  Dirdjosisworo, dalam  bukunya
Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya
hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan

kewajiban.’

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa akibat hukum

merupakan suatu hal yang menimbulkan hak dan kewajiban dari

16 Nafiatul Munawaroh, “Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat
Hukum”, diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-hukum-It5ceb4f8ac3137/,
(diakses pada 13 September 2024, pukul 22.26 WIB).

17 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi,
2010, him. 131.



https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-hukum-lt5ceb4f8ac3137/
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suatu tindakan yang dilakukan, karena di dalamnya terdapat

hubungan hukum sehingga dapat terjadi akibat hukum setelahnya.

G. Kerangka Konseptual

Menggunakan konsep perkawinan, dengan memperhatikan
definisi perkawinan menurut R. Soetoyo Prawirohamidjojo dan
Aziz Zaifuddin, dapat diketahui bahwa perkawinan mereka
pandang dari sudut yuridis atau Undang-Undang Perkawinan
dimana perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang
pria dengan seorang wanita yang telah memenuhi persyaratan
menurut undang-undang.t®

Selain itu, pengertian perkawinan juga terdapat didalam
Kompilasi Hukum Islam, yaitu : perkawinan adalah pernikahan,
akad yang sangat kuat atau mitsaagan ghalidzan untuk mentaati
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dengan demikian, berdasarkan pengertian-pengertian diatas
dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan merupakan hubungan
yang terjadi antara pria dan wanita untuk beribadah dan melakukan
perbuatan hukum serta sesuai dengan undang-undang yang

mengaturnya.

18 Andini Gita Purnama Sari, “Status Hukum Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam”, Jurnal Ilmu
Hukum Legal Opinion Vol. 1, 2013, him. 3.
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H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum
normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk
meneliti dan mengkaji serta menjadi jawaban terhadap
permasalahan hukum yang diteliti sebagai norma, aturan,
kepustakaan, asas-asas, prinsip, doktrin dan teori hukum lainnya.
Kemudian dapat diartikan bahwa penelitian hukum normatif
merupakan studi dokumen yang dimana menerapkan sumber
hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan, putusan
pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas hukum, prinsip hukum,

teori hukum dan pendapat para ahli.®

2. Sumber Bahan Hukum
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :
a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang
bersifat mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan objek penelitian 2°
yakni

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

19 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020, him.
48

20 Sperjono  Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta:
Rajagrafindo Persada, 2012, him. 13.



b)

d)
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019;

Kompilasi Hukum Islam;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023
tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara
Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang
Berbeda Agama dan Kepercayaan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674.

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau
Penodaan Agama. Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2726;

. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini sebagai pendukung dari data yang

digunakan dalam penelitian ini, yaitu buku-buku yang

ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet,

dan sumber hukum lainnya yang memiliki keterkaitan

untuk mendukung penelitian ini.
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c. Bahan hukum tersier
Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni
berbentuk kamus hukum, jurnal, media massa serta

internet.?!

3. Pendekatan Permasalahan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa

pendekatan penelitian, antara lain :
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang
dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-
undangan dan regulasi yang berkenaan dengan

permasalahan hukum yang sedang diteliti.?2
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan penelitian dipilih guna mengetahui jawaban
dari permasalahan hukum dalam suatu penelitian hukum.
Maka dari itu, hubungan antar pendekatan dan
permasalahan hukum ialah pertimbangan utama dalam

melakukan pemilihannya. Pendekatan dalam penelitian ini

2L Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, him. 13-14.

22 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media,
2011, him. 93-94.
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pun beranjak dari perspektif dan doktrin-doktrin yang

berkembang dalam ilmu hukum.??
c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus bertujuan untuk menelaah bagaimana
aturan-aturan hukum digunakan dalam praktik hukum.
Dalam penelitian dapat berupa putusan pada perkara-
perkara yang dapat dilihat dari yurisprudensi lalu berkaitan

dengan fokus penelitian ini.?

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum
Dalam penelitian ini, bahan hukum dikumpulkan melalui
penggunaan prosedur studi kepustakaan dengan cara memahami
dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan
dengan penelitian, ® yang mana dilakukan dengan membaca,
menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka, dan

melalui media internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian
Pengolahan data penelitian ini dalam bentuk analisis secara
deskriptif kualitatif, yakni menganalisis dan menggambarkan serta

meringkas kondisi-kondisi dari berbagai data yang telah disatukan

23 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Kencana, 2007, him. 35.

24 Johnny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu
Media Publishing, 2008, him.268.

% Miza Nina Adlini dkk, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”, Jurnal
Edumaspul, Vol. 6, No. 1, 2022, him. 2.
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berbentuk hasil wawancara ataupun observasi di lapangan terkait

permasalahan yang diteliti.2°

6. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian
Data yang telah didapat pada hasil penelitian ini disusun
dan dianalisis kualitatif, kemudian data tersebut diuraikan secara
deskriptif. Sesuai dengan teknik pengolahan data penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif, maksudnya suatu proses
untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang dikumpulkan,
diikuti dengan uraian data secara metodis, tepat, dan rinci dalam

bentuk kalimat.?”
7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini
dilakukan dengan metode induktif yaitu cara berpikir yang berpijak
pada fakta-fakta yang sifatnya khusus lalu dianalisis kemudian
akhirnya menemukan pemecahan masalahnya yang bersifat umum.
Teknik ini bertolak dari kenyataan yang bersifat terbatas dan
khusus lalu diakhiri dengan pernyataan yang bersifat kompleks dan

umum.28

2% | Made Wirartha, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi, Yogyakarta: CV. Andi Offset,
2006, him. 155.

27 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta, 2005, him. 13.

28 Jan Hendrik Rapar, Pengantar Logika: Asas-asas Penalaran Sistematis, Yogyakarta:
Kanisius, 1996, him. 86.
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